BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENS] BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
QOGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya
aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan, perlu dilakukan pengembangan
kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur
pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian Tugas
Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan;

b. bahwa dengan diberlakukannya Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi
Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan, maka
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tugas
Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu
ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud |
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai
Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
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Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, |
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan
llir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan' Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
" Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik |
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 8);

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang
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Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor

3);
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN QGAN KOMERING

ULU SELATAN. |
|

+ BABI
KETENTUAN UMUM

|, Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis dalam lingkup |
Pemerintahan Kabupateiz Ogan Komering Ulu Selatan. '

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang gajinya ‘
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

7. Tugas Belajar adalah Penugasan secara kedinasan oleh
pejabat yang berwenang kepada PNS di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk |
melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi
dimana biaya pendidikannya ditanggung sepenuhnya atau
sebagian oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan atau oleh pihak lain atau ditanggung sendiri.

8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk untuk
menetapkan Keputusan Tugas Belajar.

9. Relevansi Tugas Belajar adalah kesesuaian antara tugas
pokok dan fungai‘ p’vada unit kerja/Instansi dengan
jurusan/program stu'di/konsentrasi pendidikan formal yang
akan ditempuh. '

]
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10. Jenjang Pendidikan adalah tingkat pendidikan formal yang
lebih tinggi untuk peningkatan pendidikan.

11. Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi
dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau
sabtu-migggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan
penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh
kementerian yang menyelenggarakan uruan pemerintahan di
bidang Pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

12.ljjazah adalah tanda |bukti tertulis yang menunjukan
seseorang telah berhasil lulus menempuh dan menyelesaikan
pendidikan pada jenjang tertentu.

13. Akreditasi adalah penilaian yang dilakukan oleh
Tim/Lembaga tertentu yang ditunjuk pemerintah untuk
memberikan penilaian kepada sekolah/lembaga tersebut
untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar
sesuai dengan standar atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

|
. BABII

TUGAS BELAJAR
|
‘Bagian Kesatu
Persyaratan dan Penetapan Tugas Belajar

{ Pasal 2

(1) Tugas Belajar diberﬂcanldalam' rangka memenuhi kebutuhan
sumber daya aparatur yang menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi pada suatu PD.

(2) Pemberian Tugas Belajar kepada PNS didasarkan atas
analisa kebutuhan' yang dituangkan dalam rencana
kebutuhan pendidikan setiap PD.

(3) Rencana kebutuhan pendidikan setiap PD dapat diusulkan
setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM, yang |
selanjutnya dijadikan bahan untuk penyusunan Program
Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 3

(1) PNS yang akan mengikuti program Tugas Belajar harus |
mengajukan permohonan kepada Kepala PD masing-masing, |

(2) Kepala PD meneruskan permohonan tersebut kepada Bupati
melalui Kepala BKPSDM,

(3) Tugas Belajar akan diberikan oleh Bupati kepada PNS yang
berminat dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

]
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Pasal 4

Persyaratan untuk mengikuti Tugas Belajar sebagai berikut:

a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak
diangkat sebagai PNS;

b. batas Usia maksimum untuk tugas belajar yang
diberhentikan dari jabatan :

1. usia 48 (empat puluh delapan) tahun untuk program
D.III;

2. usia 46 (empat puluh enam) tahun untuk program S-
1/D-1V;

3. usia 52 (lima puluh dua) tahun untuk program S-2; dan

4. usia 48 (empat puluh delapan) tahun program S-3.

c. batas Usia nmkmmum untuk tugas belajar yang tidak
diberhentikan dari jabat;

1. usia 52 (lima puluh dua) tahun untuk program D.III;

2. usia 50 (lima puluh) tahun untuk program S-1 /D-IV;

3. usia 54 (lima puluh empat) tahun untuk program S-2;
dan !

4. usia 52 (lima puluh dua) tahun untuk program S-3.

d. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir
paling rendah dengan predikat BAIK;
e. sehat Jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat

Keterangan dari Dokter Pemerintah;

f. tidak sedang:

1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak
pidana;

2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau
hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
atau |

3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau
menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

g. tidak pernah: |

1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang
dalam 1 (satu) ta.hur'* terakhir;

2. dijatuhi pidana |penjara atau kurungan berdasarkan |
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap |
dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau '

3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam
waktu 2 (dua) tahun! terakhir,

h. memenuhi persyar?tah lain dan lulus seleksi yang |
dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau
perguruan tinggi;

i. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;

j. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat
diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai
tujuan organisasi dan pnontas pembangunan nasional; dan

k. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf j ditetapkan
persetujuan dari Menteri.
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Bagian Kedua 1

Penyelenggaraan Tugas Belajar dan i

Persyaratan Program Studi |

| Pasal 5

(1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi
dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.

(2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas: |
a. perguruan tinggi negeri;

b. perguruan kedinasan; dan/atau
c. perguruan tinggi swasta.

(3) Tugas Belajar yang disrelengga.rakan oleh Perguruan Tinggi
dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau
sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan
penyelengaraan program studi yang diterbitkan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang Pendidikan sesuai perundang-undangan.

(4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan 'perguruan tinggi luar negeri yang
diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pendidikan.

(5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas
belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan :
a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar

instansi;

b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau

profesi; ' ,

c. memiliki akreditas paling kurang : !

1. B atau baik sekali dari Lembaga yang berwenang
bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri;
atau _

2. C atau baik dari Lembaga yang berwenang bagi
program studi perguruan tinggi dalam negeri yang
belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas
persetujuan menteri; ;

d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemeri'ntz?han di bidang Pendidikan bagi
program studi perg|uruan tinggi luar negeri.

I
'Bagian Ketiga
Pene;tap'ran Tugas Belajar

|

E Pasal 6

PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar
d!herl.kan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar dan
ditetapkan oleh Bupati sebagai PNS Tugas Belajar.
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Bagian Keempat
Pendanaan Tugas Belajar

Pasal 7

(1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari :
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari sumber lain
yang sah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu)
sumber dana sepanjang tidak membiayai komponen biaya
tugas belajar yang sama.

(4) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat
dilakukan dengan blaya mandiri.

(5) Ketentuan Pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri
berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan Pemberian
tugas belajar yang diatq‘r dalam Peraturan Bupati ini.

st.gia.n Kelima
Jangka waktu Pelaksanaan Tugas Belajar

Pasal 8

(1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu
tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program
studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.

(2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa
kerja PNS.

Bagian Keenam
Perpanjangan Ja;ngka Waktu Tugas Belajar

' ! Pasal 9 ‘
(1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling |
banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
(2) Perpanjangan sebhg&unana dimaksud pada ayat (1) |
diberikan berdasarkan kriteria : '
a. perubahan kondisi 'system studi/perkuliahan;
b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar;
dan/atau I
C. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan
waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar
kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.

b
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(3) Perpanjangan jangka' waktu tugas belajar dapat
dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang
dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

(4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh
Bupati dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka
waktu tugas belajar. |

(5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar
setelah diberikan perpanjangan, maka Bupati mencabut
status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 10

(1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan
secara berturut-turut juntuk paling banyak 1 (satu) kali
jenjang Pendidikan ' di atasnya, setelah memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. mendapat perse;ujﬁa.n Bupati;

b. prestasi pendfdﬂ‘han berpredikat paling rendah
cumlaude atau setara;

c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu
tugas belajar; dan

d. mempertimbangkan sisa masa kerja  setelah
menyelesaikan tugés belajar.

(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a
didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar instansi.

Bagian Kedelapan
Kedudl.ika_h PNS Tugas Belajar

!Pasal 11
|

(1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih
dari 6 (enam) bulan'diberhentikan dari jabatan.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani
tugas belajar berkedudukan pada unit kerja melaksanakan
fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas
belajar berakhir. '

(3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan
dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak
diberhentikan dari jabatan dalam hal :

a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan
yang dijalani, ,

(4) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan
dari jabatannya selama menjalani masa tugas belajar
berkedudukan pada; ul"_lit kerja sesuai dengan jabatannya.
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Bagian Kesembilan |
Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 12

(1) PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan |
penghasilan sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

(2) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan
dari jabatannya, melaksanakan re-entry program di unit
kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.

(3) Instansi pemerintah melalui unit kerja yang
menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian
menyelenggarakan re-entry program bagi PNS yang telah
menjalani tugas belajar.

(4) PNS sebagaimana dimaksud pada huruf ayat (2) diberikan
jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan
sesuai dengan jabatannya.

(5) PNS yang telah mknyelesajkan tugas belajar dapat
mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

(6) PNS yang nmengusulkan peningkatan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak berhak
menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali
terdapat formasi.

Bagian Kesepuluh
Kewajilban PNS Tugas Belajar |

‘Pasal 13

(1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian
tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
(2) Perjanjian terkait pcmberlan tugas belajar paling sedikit
memuat :
a. subjek pexjanjljan,
b. kesepakatan para pihak; dan
c. objek yang dlpeqanjlkan antara lain nama perguruan
tinggi, program e?tudl dan akreditasi program studi,
jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban
para pihak, konsékuensi atas pelanggaran kewajiban,
keadaan kahar [foroe majeur), dan penyelesaian
sengketa. '

(3) Pengaturan mengena,l konsekuensi atas pelanggaran
kewajiban sebaga.lrnana dimaksud dalam ayat (2) huruf c,

disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan
dan kedudukan PNS.
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PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib

melapor kepada Bupati u.p. Kepala Badan Kepegawaian

dan Pegembangan Sumber Daya Manusia paling lama 15

(ima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas

belajar.

PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib

melaksanakan ikatan dinas selama :

a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS
yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari
jabatannya; .

b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS
yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan
dari jabatannya; atau

c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS
yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang
diberhentikan dari jabatannya.

PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak

diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan

dinas. ;

Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan

mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.

Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dapat

dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang

memenuhi persyaratan yang diatur masing-masing Bupati
atas persetujuan Menteri.

Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana

dimaksud pada huruf ¢ berakhir pada saat :

a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;

b. mencapai batas usia pensiun; atau

c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PNS yang telah 'selesai menjalani tugas belajar

berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas

sebagaimana dimaksug pada ayat (5) secara kumulatif.

PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan

dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib

mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama
masa tugas belajar kepada kas negara sesuai peraturan
perundangan, : |

Bagian Kesebelas
' Pembatalan

' Pasal 14
!
Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan
penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya
kepada Bupati, sebelum keberangkatan ke tempat
pelaksanaan tugas | belajar dengan disertai alasan
pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

!
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(2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, antara lain:

a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenubhi syarat
pemberian tugas belajar;

b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana
penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam
penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat
sedang;

c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses
pemeriksaan | atas dugaan tindak pidana
penyalahgunaan ' kewenangan jabatan yang
mengakibatkan kerugian keuangan negara;

d. PNS yang beraangkutan tidak berangkat ke tempat
pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah
ditentukan tanpa alasan yang sah;

e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan
pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau

f. Alasan lain yang di tetapkan oleh Bupati.

(3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil
pemeriksaanya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang
bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Bagla.n Keduabelas
Penghentian

|
Pasal 15

(1) Pimpinan unit kexjaI dapat mengusulkan penghentian
pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit
kerjanya kepada Bupatz dengan disertai alasan penghentian
dan data dukung yang diperlukan.

(2) Alasan penghentian sebagannana dimaksud pada ayat (1),
antara lain :

a. PNS tidak dapat mela.ksanakan tugas belajar karena
keadaan kahar;

b. PNS dinyatakan tl&&k sehat jasmani dan rohani oleh tim
penguiji kesehatan sehingga tidak memungkinkan
menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu
yang ditentukan; !

c. PNS dmyatakcﬁn It:clak mampu menyelesaikan tugas
belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi
penyelenggara tugas belajar;

d. PNS tidak melaporka.n perkembangan pelaksanaan
tugas belaJamya dan telah diberi peringatan tertulis
oleh matansinya, ]

e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum;
dan/atau

f. Alasan lain yang dltetapkan oleh Bupati.
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(3) PNS yang tidak daﬁatfmenyeleaaikan tugas belajar sesuai
jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang |
dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada
kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketigabelas
Pemantauan dan Evaluasi

'Pasal 16
-

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan tugas belajar di instansinya masing-masing.

(2) Hasil pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada huruf ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan
kebijakan pengembang_lan komptensi.

| i

' BABIN

KETENTUAN LAIN-LAIN

. Pasal 17

(I) PNS yang telah mefaksanakan tugas dan izin belajar
sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan
tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar
yang belum dﬂaksana.kan maka pelaksanaannya
berdasarkan Lketentuan yang menguntungkan bagi PNS
yang bersangkutan. |

(2) PNS yang telah memiliki Jjazah dengan bidang studi yang
sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi
dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan
penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.’

(3) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan
pencantuman gela'r, ?dapat mengusulkan pencantuman |
gelar sesuai dengan ketentuan Surat.

. BABIV
KETEB;ITUAN PENUTUP

1 .Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupatl ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan Tahun 2013 lNomor 15) dicabut dan dinyatakan |
tidak berlaku. | |

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

A

185
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 3}, Januari 2023

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,
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Diundangkan di Muaradua

pada tanggal 2} Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGW OMERING ULU SELATAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 3
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